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HASIL PENELITIAN

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN
FASILITAS UMUM AKIBAT AKS| DEMONSTRASI
(STUDI KASUS DI POLRESTABES
MAKASSAR)

Oleh :
ULFA SRI HANDAYANI

04020220452

Proposal ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan
penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2025
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Abstrak

Ulfa Sri Handayani, 04020220452, dengan judul skripsi “Penyidikan
terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi”.
dibawah bimbingan Hj. Nur Fadillah Mappaselleng sebagai ketua
pembimbing dan Muhammad Ya'rif Arifin sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan mengkaiji proses
pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi
demonstrasi di Polrestabes Makassar dan untuk mengidentifikasi faktor-
faktor apa saja yang menghambat proses pelaksanaan penyidikan tindak
pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes
Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan
melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi
dengan analisis data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan di
polrestabes makassar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, dalam proses
penyidikan, penyidik Polrestabes Makasar masih mengalami hambatan
yang disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat menghambat proses
penyidikan diantaranya adalah 1. Identifikasi pelaku, 2. Identifikasi objek
pengrusakan, 3. Nominal kerugian.

Rekomendasi penelitian, ketika terbuti telah terjadi suatu peristiwa
pidana khususnya tindak pidana pengrusakan fasilitas umum akibat aksi
demonstrasi, polisi seharusnya dengan bertindak cepat untuk
mengamankan tempat kejadian perkara serta jumlah personilnya di tambah
sehingga polisi ataupun penyidik dapat mengantisipasi hak-hak yang tidak
diiinginkan yang dapat menghambat proses penyidikan.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Pengrusakan, Fasilitas Umum,
Demonstrasi
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyampaikan pendapat secara terbuka di muka umum
merupakan wujud nyata bahwa Indonesia sebagai negara yang
menganut sistem demokrasi. Kebebasan menyampaikan berpendapat
di muka umum adalah hak setiap warga negara yang waijib dijamin
dan dipenuhi oleh negara. Sebagaimana yang telah diatur dalam
Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan
kebebasan berpendapat serta perlindungan kepada setiap warga
negaranya, khususnya pada Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang
berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat”.!

Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari hak
asasi manusia yang wajib dilindungi oleh Negara dan dalam dunia
internasional juga mengatur tentang kebebasan menyampaikan
pendapat dimuka umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,? yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan
mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 Ayat (3)

2 Arnapi, Et All. (2024). Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa. Media Luris, Universitas Airlangga. 7(1),
Him 34
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mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk
mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat
dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-
batas.”

Aksi demonstrasi dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi

terkait ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang muncul
akibat kebijakan pemerintah, maupun kebijakan lain yang dinilai belum
mampu menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup
Masyarakat. Setiap orang mempunyai hak untuk memberikan
pendapat baik melalui tulisan mapun lisan, sebagaimana yang
tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka
Umum, Menyatakan bahwa:
‘Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga
negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan
sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai denga
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.4

Unjuk rasa atau demonstrasi yang awalnya berjalan damai
namun pada akhirnya berujung pada tindakan anarkis yang tidak
bertanggungjawab dengan melakukan perusakan pada fasilitas

umum, yang tentunya bertentangan dengan maksud dan tujuan

dilakukannya aksi unjuk rasa itu sendiri.> Aksi unjuk rasa semestinya

3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 19

4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
Di Muka Umum , Pasal 1 Angka 1

5 Dioba Akdemart Sila Kharisudanya, Et All. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Aksi
Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum. Journal Of Law And
Nation (Joln), Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 3(1), Him 100
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e dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Sehingga aksi unjuk rasa tetap berjalan dengan damai dan tentram
tanpa adanya tindakan-tindakan anarkis dari para peserta
demonstrasi.

Dalam Al-Qur’an diperintahkan untuk senantiasa menyuarakan
kebaikan dan mencegah terjadinya kerusakan, tepatnya dalam Surat

@ Al- Imran Ayat 104 yang berbunyi :
R b 5 3 e Gy Gl 3l D G A R

Terjemahannya “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan
orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang
makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-

@ orang yang beruntung”.®

Ayat ini mendorong kita untuk tidak menjadi masyarakat yang
pasif tetapi menjadi masyarakat yang aktif dalam mendorong
kebaikan, menolak keburukan, dan menjaga persatuan agar
demokrasi dapat berkembang sehat dan beradab.

Pada dasarnya, pemerintah telah mengeluarkan sebuah

peraturan perundang-undangan untuk mengatur jalannya aksi unjuk

rasa atau demonstrasi yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

agar dalam pelaksanaanya dapat berjalan lancar secara tertib dan

G 6 Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Surat Al-Imran Ayat 104
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damai. Namun pada kenyataannya, peserta aksi unjuk rasa atau
demonstran tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan
tersebut sehingga menimbulkan chaos serta memicu tindakan-
tindakan anarkis lainnya.” Hal tersebut dapat dilihat ketika aksi
demonstrasi dibarengi dengan perusakan pada benda-benda maupun
fasilitas layanan publik lainnya. Hal ini didasari akibat keinginan untuk
menyampaikan pendapat secara berlebihan oleh para aksi
demonstran yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk
rasa itu sendiri. Undang-undang menjamin warga negara bebas dalam
menyampaikan pendapatnya di muka umum, bukan berarti massa aksi
demonstrasi dapat berbuat seenaknya, seperti merusak lingkungan
sekeliling lokasi demonstrasi dan/atau merusak fasilitas negara.

Melihat kembali pada aksi demonstrasi terakhir yang
berlangsung selama 12 hari, tepatnya pada tanggal 25 agustus — 5
september 2025 yang lalu, terjadi aksi unjuk rasa secara besar-
besaran di beberapa kota- kota besar di Indonesia, seperti Jakarta,
Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan beberapa daerah lainnya yang
ikut melakukan aksi demonstrasi yang berakhir pada tindakan
kekerasan dan tindakan anarkis lainnya.

Perusakan failitas umum yang terjadi di kota Makassar menjadi

pengruskaan fasilitas umum yang cukup parah dibandingkan kota-

7 Abdillah Yoga Setya Hartanto, Et All. (2025). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Unjuk
Rasa Anarkis. Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Dr. Soetomo. 5(3), Him 15
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kota lainnya, dibuktikan dengan terjadinya pembakaran di Kantor
DPRD Makassar beserta kendaraan dinas pejabat yang ikut menjadi
sasaran amukan massa saat aksi unjuk rasa yang pada akhirnya
menimbulkan kerugian materil dan inmateril yang tidak sedikit. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat jumlah kerugian
material yang dialami oleh negara imbas dari pembakaran Kantor
DPRD Makassar saat aksi unjuk rasa mencapai Rp. 253,4 Miliar
Rupiah (dua ratus lima puluh tiga empat ratus ribu rupiah).
Penanggung Jawab Assessment BPBD Makassar juga
menambahkan bahwa angka tersebut masih bisa bertambah setelah
dilakukan pendataan yang lebih detail.® Tidak hanya perusakan
fasilitas umum, nyatanya aksi unjuk rasa kemarin juga
menimbulkan korban jiwa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM) mencatat setidaknya ada 10 orang yang tewas dalam
aksi demonstrasi yang kemarin terjadi di Indonesia secara besar-
besaran. Satu orang diantaranya dari manokwari, dua orang dari
Jakarta, satu orang dari semarang, satu orang dari Yogyakarta, satu
orang dari solo dan empat korban lainnya dari Makassar.®

Negara telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaku

tindak pidana perusakan baik kepada benda-benda maupun fasilitas

8 Cnn Indonesia. (2025, 30 Agustus). Kerugian Imbas Pembakaran Gedung Dprd

Makassar Tembus Rp253 M. Diakses Pada Tanggal 24 Oktober
9 Jamal Abdun Nashr. (2025, 30 Agustus). 10 Korban Tewa Dalam Demonstrasi Hingga
2 September 2025. Diakses Pada Tanggal 24 Oktober
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umum lainnya, baik perorangan maupun bersama-sama,
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang
berbunyi “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam
bulan”.10

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang kemudian berkembang
menjadi suatu tindakan anarkis, baik yang dilakukan oleh demonstran
maupun oleh aparat penegak hukum yang bertugas mengkawal
jalannya kegiatan tersebut. Sehingga tidak sedikit peserta demonstran
bersinggungan langsung dengan hukum sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
yang menyatakan dengan tegas bahwa:

‘Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di
muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat

dikenakan saksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.”.!

Berdasarkan hal tersebut, polisi sebagai aparat penegak hukum
harus menjalankan tugas dan fungsinya. Aparat kepolisian memiliki
kewenangan untuk menjaga aksi unjuk tersebut berjalan lancar, tertib

dan aman sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukannya aksi unjuk

10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Kuhp), Pasal 170 Ayat (1)
11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
Di Muka Umum, Pasal 16
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rasa tersebut.’?

Mengungkapkan suatu kejahatan merupakan tugas utama dari
instansi kepolisian, sebagai peyidik tunggal dalam perkara pidana
umum Indonesia, oleh karena itu penyididk dituntut kerja kerasnya
dalam mencari dan menemukan bukti-bukti yang ada hubungannya
dengan tindak pidana yang terjadi pada gilirannya pelakunya dapat
ditangkap.!® Penyidikan merupakan salah satu proses penegakan
hukum yang memegang peran penting dalam menangani kasus-kasus
tindak pidana perusakan yang terjadi pada saat demonstrasi. Namun
dalam sejumlah peristiwa, aksi demonstrasi yang berujung pada Tindakan anarkis
serta perbuatan pidana berupa perusakan nyatanya masih mengalami berbagai
kendala dalam proses penanganannya. Akibatnya, kasus-kasus tersebut selesai
tanpa adanya tindakan hukum tegas kepada pelaku perusakan fasilitas umum.
Kondisi ini dapat menimbulkan preseden buruk bagi apparat penegak hukum di
Indonesia.

Banyak faktor yang mendasari sehingga aparat penegak hukum
memiki kesulitan untuk melanjutkan kasusnya hingga tuntas,
diantaranya adalah issu kriminalisasi bagi peserta demonstran yang

telah mengeluarkan pendapatnya serta mengkritik kinerja pemerintah,

12 Baso Irwadi. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang
Berujung Anarkis Di Kota Samarinda. Jurnal llmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945
Samarinda, 7(1), HIm, 2

13 Anny VYuserlina. (2017). Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk
Menentukan Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Cendekia Hukum (Jch), Sekolah Tinggi lImu
Hukum Putri Maharaja, 3(1), Him, 47
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namun perihal tindak pidana perusakan fasiltas umum dan
penegakkan hukum adalah bentuk dari pada supremasi hukum.

Berangkat dari hal tersebut, tidak ada efek jera atas perbuatan
melakukan tindak pidana perusakan dan bahkan berpotensi
mengulangi tindakan yang sama karena upaya penegakan hukum
yang kurang efektif, serta tidak menutup kemungkinan akan menjadi
contoh yang baru dan akan menjadi kebiasaan buruk khususnya yang
ikut serta melakukan tindak pidana perusakan. Melakukan perusakan
fasilitas umum bukan hanya akan menimbulkan kerugian kepada
negara tetapi juga akan beribas pada masyarakat pengguna layanan
fasilitas yang disediakan oleh negara.

Perusakan fasilitas umum merupakan tindak pidana yang diserta
dengan sanksi pidana. Perusakan fasilitas umum dilakukan oleh
individu ataupun sekelompok orang dengan cara merusak atau
menghancurkan benda atau fasilitas umum lainnya sehingga
menghilangkan fungsi pakainya. Oleh sebab itu, penegakan hukum
terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi
demonstrasi harus tetap dijalankan sesuai dengan hukum acara yang
berlaku, guna menjalankan amanat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
“‘Negara indonesia adalah negara hukum” yang sudah seharusnya

memberikan penegakkan hukum bagi yang melanggar aturan yang
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Kasus tindak pidana pengrusakan yang ditangani oleh

Kepolisian Polrestabes Makassar dalam kurung waktu 5 tahun

terakhir, yakni sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Kasus Tindak Pidana Pengrusakan Di Polrestabes

Makassar

NO. Tahun Perkara Yang Masuk Perkara Yang Selesai
1. 2020 48 28
2. 2021 14 4
3. 2022 379 155
4. 2023 137 123
5. 2024 132 82
Jumlah 711 392

Sumber Data: Polrestabes Makassar, Tahun 2020-2024

Berdasarkan data tersebut, penulis memutuskan untuk mengkaji

lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan penyidikan dan faktor-

faktor apa saja yang menghambat proses pelaksanaan penyidikan

terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi

demonstrasi di Polrestabes Makassar.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mkaa penelitian ini

di fokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut :

4 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (3)
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Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana
perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes
Makassar?

Faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pelaksanaan
penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi

demonstrasi di Polrestabes Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1.

Untuk mengetahui dan mengkaji proses pelaksanaan penyidikan
tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi
di Polrestabes Makassar.

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menghambat
proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan

fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah kontribusi

atau manfaat, antara lain sebagai berikut :

1.
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penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum dan apa yang

menjadi faktor penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap

Submission ID trn:oid:::1:3480383996

Submission ID trn:oid:::1:3480383996



z"-.l turnltln Page 19 of 23 - Integrity Submission Submission ID  trn:oid:::1:3480383996

pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi
demonstrasi.

2. Memberikan literatur tambahan, khususnya aparat kepolisian
guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyidikan dan
penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan akibat aksi

demonstrasi.
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